BAB ||
GAMBARAN UMUM KASUS PERKARA
A. Kronologi Kasus

Sehubungan dengan perkara No. 722/K/Pdt.Sus/2011 tentang
perkara gugatan Perselishan Hubungan Industrial adapun yang
mengajukan gugatan adalah Sayed Fakhry dengan Tergugat PT.
Conocophilips Indonesia Inc. Ltd, dengan duduk perkara sebagai berikut:

Penggugat (Sayed fakhry) merupakan Pekerja/ karyawan di Cono
cophillips Indonesia Inc. Ltd(Tergugat) Sejak tanggal 1 Maret 2002
dengan status pekerja tetap.Sejak bekerja pada tanggal 1 Maret 2002,
Penggugat selalu melakukan tugasnya dengan baik dan termasuk pekerja
Terbaik.

Awal Persdlishan di mulai ketika pada tanggal 16 Maret 2007,
Tergugat memindahkan Kantornya dari gedung Menara Mulia Jakarta ke
Gedung Ratu prabu Jakarta , Masih pada hari yang sama penggugat
menerima surat pemindah tugasan /Mutasi melaui Inter Office
Comunication yang di keluaarkan oleh Conocophillips Ramba Ltd,
Sehingga membuat penggugat merasa kebingungan tentang pemutasian
dirinya. Atas ketidak jelasan status hubungan kerja dan pemutasian
penggugat pda badan hokum yang berbeda ini(Conocophillips Ramba),
Penggugat pernah menanyakan hal ini pada terggugat, akan tetapi surat

penggugat tidak di jawab oleh tergugat.
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Untuk menghindari putusnya hubungan kerja Penggugat tetap
melakukan kewajiban yaitu hadir setiap hari kerja di Conocophillips
Ramba Ltd. Pada saat bersamaan telah di mulai proses jua beli
kepemilikan Conocophillips Ramba Ltd yang akan di beli oleh Pt. Elnusa
Tbk. Kondisi ini tentu saja meresahkan Penggugat. Atas ketidak jelasan
nasibnya maka penggugat kembali melayangkan surat pertanyaan kepada
tergugat, dan lagi tergugat tidak lagi memberikan jawaban.

Dengan tidak di jawabnya pertanyaan penggugat mengenai mutasi
pada badan hokum yang berbeda maka ini menjadi bukti yang kuat jika
tergugat mengakui mutasi yang di lakukan pada penggugat adalah tidak
sah dan melanggar ketentuan hingga masuk ke lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.

Dalam hal ini Tergugat sudah melanggar ketentuan yang di atur dalam
Perjanjian Kerja Bersama Bab X1V ayat 1a yang isinya, Untuk kepentingan
oprasional perusahaan dan atau pengembangan karir pekerja perusahaan
dapat memindahkan pekerja dari satu wilayah kerja ke wilayah kerja
lainnya. Dengan demikian penggugat secara sengaja telah melanggar
perjanjian kerja bersama karena melakukan mutasi pada badan hokum yang
berbeda yaitu Conocophillips Ramba Ltd. Sementara dalam perjanjian
dalam perjanjian kerja bersama yang di perbolehkan hanya mutasi wilayah
kerja.Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat mohon agar Mgelis
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan mutasi kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak
berdasar hukum.

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan
tergugat sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2003 Pasal 169 ayat 2 sejak putusan dibacakan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensas sebagai
akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai
sebesar Rp. 875.295.000, - (delapan ratus tujuh puluh limajuta dua
ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai
berikut:

a. Uang pesangon 2X Pasal 156 ayat (2) sebesar Rp.
437647.500,-

b. Uang penghargaan masa kerja 1X Pasal 156 ayat 3 sebesar
Rp. 145.882.500,-

c. Uang penggantian hak 1X pasal 156 ayat 4 sebesar Rp.
291.765.000,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atas gugatan para penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

ekseps yang pada pokoknya sebagai berikut:
1) Dalam perkara a quo, Sayed Fakhry in casu Penggugat memberikan
kuasa kepada pengurus Perhimpunan Pekerja Indonesia yaitu kepada

Odie Hudiyanto dan Joni Lala (sdlanjutnya disebut sebagai
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2)

3)

“Penerima Kuasa”), guna mewakili dan bertindak untuk dan atas
nama Pemberi Kuasa untuk beracara di Pengadilan Hubungan
Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana yang
dinyatakan dalam Surat Kuasa Khusus Tertangga 10 November
2010.
Ternyata Perhimpunan Pekerja Indonesia tidak tercatat di Instansi
Tenaga Kerja sebagai Serikat Pekerja pada lingkungan perusahaan
Tergugat dimana yang tercatat sah pada Instans Tenaga Kerja
sebagal Serikat Pekerja pada lingkungan perusahaan Tergugat adalah
Serikat Pekerja ConocoPhilips Indonesia sehingga penerima kuasa
yang notabene merupakan pengurus Perhimpunan Pekerja Indonesia
adalah bukan pengurus Serikat Pekerja sebagaimana yang dimaksud
dalam penjelasan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004, yang berbunyi:
“Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi pengurus pada
tingkat perusahaan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan
pusat baik serikat pekerja/serikat buruh, anggota federasi maupun
konfederasi.”
Yang dimaksud dengan Anggota Serikat Pekerja adalah pekerja
yang menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota suatu serikat
pekerja yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota, hal ini

sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3

20



4)

5)

Peraturan Menakertrans-RI No. PER. 06/MEN/IV/2005 jo Pasal 121
UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi:

Pasa 1 angka 3 Peraturan Menakertrans RI No. PER.
06/MEN/I1V/2005:

“Anggota serikat pekerja/serikat buruh adalah pekerja/buruh yang
menyatakan  diri secara tertulis menjadi anggota suatu serikat
pekerja/serikat buruh.”

Pasal 121 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003:

“Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaiman dimaksud
dalam Pasal 119 dan Pasa 120 dibuktikan dengan kartu tanda
anggota.”

Ternyata Sayed Fakhry bukanlah anggota dari Perhimpunan Pekerja
Indonesia sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU No. 2 Tahun
2004, yang berbunyi sebagai berikut:

“Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat
bertindak sebagal kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan
Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.”

Maka terbukti demi hukum keduduka hukum Penerima Kuasa
adalah tidak sah dan tidak berhak mewakili Penggugatdalam
beracaradi Persidangan a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara hukum surat
kuasa Penggugat diberikan kepada pihak yang tidak berhak beracara

di pengadilan, sehingga karenanya Surat Kuasa Penggugat harus
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6)

7)

8)

dinyatakan cacat hukum dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat
diterima.
Pada tangga 3 Desember 2010, Penggugat mengajukan gugatan
terhadap Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara nomor:
292/PHI.G/2010/PN. JKT. PST.
Pada tangga 21 Desember 2010, Penggugat mengaukan
permohonan pencabutan perkara nomor. 292/PHI.G/2010/PN. JKT.
PST kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
nomor: 292/PHI.G/2010/PN. JKT. PST, di Pengadilan Hubungan
Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pada tanggal 21 Desember 2010, Magelis Hakim Pengadilan
Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
mengeluarkan Penetapan No. 292/PHI.G/2010/PN. JKT. PST,
dimanais Penetapannya sebagai berikut:
M enetapkan:
- Menyatakan gugatan Penggugat dicabut.
- Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan
nomor: 292/PHI.G/2010/PN. JKT. PST.
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk
menghentikan proses perkaraini.
- Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 247.000,-

(duaratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
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9) Berdasarkan hal-ha tersebut di atas, pencabutan gugatan dengan
perkara nomor 292/PHI.G/2010/PN. JKT. PST oleh Penggugat yang
disetujui oleh Tergugat di depan Maeis Hakim Pengadilan
Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
dikontruksikan sebagai kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH
Perdata, dan analog dengan Putusan Perdamaian yang digariskan
Pasal 130 HIR, sehingga mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

Pencabutan gugatan dengan perkara nomor
292/PHI.G/2010/PN. JKT. PST oleh Penggugat merupakan
penyelesaian sengketa yang mengikat (binding) dan bersifat
final sebagaimana layaknya putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap.

Oleh karenanya penyelesaian sengketa dianggap telah final
dan mengikat, sengketa yang terkandung dalam gugatan,
tidak dapat digjukan kembali oleh para pihak.

10) Namun pada 7 Januari 2011, Penggugat kembali mengajukan
gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo dimana gugatan
yang digjukan Penggugat digjukan dengan dalil yang sama dan
digjukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang
sama pula dengan perkara nomor 292/PHI.G/2010/PN. JKT. PST
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

11) Dengan demikian telah diperoleh kenyataan hukum bahwa dalam

perkara a quo telah pernah digukan kepada Pengadilan Hubungan
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Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terhdap perkara
tersebut telah dijatuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo
merupakan perkara yang bersifa ne bis in idem sebagaimana yang
diatur dalam Pasa 1917 KUH Perdata sehingga gugatan yang
demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

12) Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha hanya
diberikan untuk satu wilayah kerja dan apabila badan usaha tersebut
memiliki beberapa wilayah kerja maka harus dibentuk badan hukum
yang terpisah untuk setiap wilayah kerja sehingga perusahaan
eksploras dan produkss minyak dan gas bumi mempunyai
karakteristik tersendiri dengan perusahaan lain dimana pemindahan
pekerja dari satu wilayah kerja ke wilayah kerja lainnya identik
dengan pemindahan antar Badan Hukum.

13) Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas dan dikarenakan
Tergugat mempunyai beberapa wilayah kerja meliputi wilayah
Ramba, Gressik, South Jambi dan Sakakemang maka Tergugat
membuat beberapa badan hukum yaitu ConocoPhilips (Ramba) Ltd,
ConocoPhilips (Gressik) Ltd, ConocoPhilips (South Jambi) Ltd, dan
ConocoPhilips Sakakemang Ltd, dimana di dalam badan hukum
tersebut di atas, upah, hak-hak pekerja dan syarat-syarat kerja adalah

sama yang ditetapkan dan dituangkan dalam satu Perjanjian Kerja
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Bersama (PKB) yang bernama Perjanjian Kerja Bersama
ConocoPhilips Indonesia.

14) Penggugat telah bekerja di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 1
Maret 2002 dengan jabatan pada saat itu adalah Government
Relations Manager ConocoPhilips Indonesia Inc. Ltd, kemudian
pada periode 1 Me 2003 sampa dengan 31 Me 2004 jabatan
Penggugat adalah Manager Procurement ConocoPhilips Indonesia
Inc. Ltd, kemudian pada periode 1 Juni 2004 sampai dengan 31
Desember 2006 jabatan Penggugat adalah Procurement Consultant
ConocoPhilips Houston Texas, dan kemudian pada periode 1 Januari
2007 sampai dengan 14 Maret 2007 jabatan Penggugat adalah Team
Lead Supply Chain ConocoPhilips Indonesia Inc. Ltd, namun
kemudian Penggugat mempunyai keinginan untuk menjabat sebagai
Manager Supply Chain.

15) Jabatan Manager Supply Chain yang kosong pada saat itu ada di
wilayah kerja Ramba dengan badan hukum yang bernama
ConocoPhilips (Ramba) Ltd, sehingga untuk mengakomodasi
permohonan Penggugat maka pada tanggal 16 Maret 2007,
penggugat dipindahkan oleh Tergugat kebagian Supply Chain
sebagai Manager Supply Chain ConocoPhilips Ramba Ltd, sehingga
diperoleh kenyataan hukum bahwa Penggugat sendiri yang
berkeinginan melakukan pemindahan tersebut dan atas pemindahan

Penggugat tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan.
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16) Dengan perpindahan kerja dari perusahaan Tergugat ke
ConocoPhilips Ramba Ltd, dimana perpindahan kerja tersebut tidak
mengurangi hak-hak Penggugat termasuk masa kerja terus berlanjut
diConocoPhilips Ramba Ltd maka segala hak-hak Penggugat telah
beraih ke perusahaan baru yaitu ConocoPhilips Ramba Ltd,
sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) UU
K etenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

17)Pada tanggal 26 Mei 2007, melalui surat elektronik (e-mail),
Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai
pekerja ConocoPhilips Ramba Ltd dengan aasan Penggugat telah
mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain di luar negeri dan
Penggugat akan segera mengembalikan uang fasilitas kendaraan
kepada ConocoPhilips Ramba Ltd.

18) Berdasarkan surat elektronik (e-mail) Penggugat tertanggal 26 Mei
2007, pada tangga 28 Me 2007, ConocoPhilips Ramba Ltd melaui
surat No. BB-COJH-VEN-L-00859 periha Pengundura Diri
saudara, yang ditujukan kepada Penggugat, ConocoPhilips Ramba
Ltd menerima permohonan pengunduran diri Penggugat terhitung
sgjak tangga 26 Mei 2007 dan di dalam surat tersebut sekaligus
memberitahukan bahwa ConocoPhilips Ramba Ltd akan membayar
hak-hak Penggugat akibat pengunduran diri tersebut dan juga
memberitahukan kewagjiban Penggugat untuk mengembalikan uang

fasilitas kendaraan kepada ConocoPhilips Ramba Ltd, bahwa dapat
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diperoleh kenyataan hukum sgak tanggal 26 Me 2007 hubungan
kerja antara Penggugat dengan ConocoPhilips Ramba Ltd telah
berakhir.

19) Namun pada tanggal 7 Januari 2011, Penggugat mengajukan
gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat
ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pegadilan Negeri Jakarta
Pusat dengan register perkara nomor: 03/PHI.G/2011/PN.JKT.PST.
(perkara a quo).

20) Berdasarkan hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum,
dengan telah dilakukannya perpindahan kerja dari perusahaan
Tergugat ke ConocoPhilips Ramba Ltd pada tanggal 16 Maret 2007,
maka hubungan kerja teleh beralih ke ConocoPhilips Ramba Ltd
sehingga hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat telah
berakhir sgjak tanggal 16 Maret 2007 oleh karena itu apabila
Penggugat keberatan atas perpindahan tugas tersebut maka
Penggugat dapat menuntut segala pembayaran yang timbul dari
hubungan kerja dalam jangka waktu 2 (dua) tahun segjak timbulnya
hak dimana batas waktu tuntutan jatuh pada tanggal 16 Maret 2009,
namun Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo dalam
jangka waktu 3 tahun 10 ulan pada tanggal 7 Januari 2011 dengan
demikian demi hukum Penggugat telah melewati batas waktu untuk
melakukan tuntutan atas segala pembayaran yang timbul dari

hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat.
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Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industria Pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menolak eksepsi
Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian. Kemudian atas putusanPengadilan Hubungan Industria Pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Penggugat (Pemohon Kasasi)
mengajukan kasas ke Mahkamah Agung. Tetapi Mahkamah Agung
menolak permohonan Kasas yang digjukan oleh Penggugat (Pemohon
Kasas).

B. PUTUSAN
Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai
pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapka di persidangan
dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau
sengketa antara para pihak.*
Dalam perkara perselisihan hubungan industrial Putusan No. 722
K/Pdt. Sus/2011, sebelumnya Pengadilan Hubungan Industria Pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan
No. 03/PHI.G/2011/PN.JKT.PST, tanggal 23 Mei 2011 yang amarnya
sebagal berikut:
Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

"Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2009), h. 124.
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2. Menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri  dari
pekerjaannya pada ConocoPhilips Ramba Ltd, terhitung seak
tanggal 26 Mei 2007.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan uang
pisah kepada Penggugat yang keseluruhnya berjumlah sebesar
Rp. 47.124.141,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh
empat ribu seratus empat puluh satu rupiah).

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

5. Membebankan biaya perkara ditanggung oleh Tergugat yang
keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 447.000,- (Empat ratus
empat puluh tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya terhadap gugatan penggugat, PHI (Pengadilan
Hubungan Industrial) memutuskan:

Daam eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam pokok perkara: Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri  dari pekerjannya pada
Conocophillips Ramba Ltd terhitung sgjak tgl 26 Mei 2007.

Atas putusan tersebut penggugat mengajukan permohonan kasasi.
Memori Kasasi permohonan kasasi (penggugat) diantaranya yaitu:

Kesalahan pertimbangan dan penerapan hukum judex facti mengenal
hubungan kerja dan pemindahan pada badan hukum yang berbeda tanpa

berdasarkan bukti yang akurat.
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Maelis hakim judex facti menyatakan dalam pertimbangannya,ketika
penggugat di mutasikan oleh tergugat ke Conocophillips ramba tidak terjadi
perubahan perjanjian kerja antara tergugat dengan penggugat.

Atas pertimbangannya tersebut seharusnya hakim judex facti memberikan
pendirian, dengan tidak adanya perubahan perjanjian kerja antara pemohon kasasi
dengan termohon kasasi di nyatakan terus berlanjut?

Hakim judex facti tidak mempertimbangkan keterangan saks ahli yang
menerangkan bahwa mutas itu berlaku hanya dalam satu badan hukum,
perpindahan/transfer karyawan antar perusahaan dan mendapatkan persetujuan
dari pekerja yang bersangkutan.

Atas permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menimbang bahwa
putusan judex facti dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan
atau UU, maka permohnan kasasi pemohon di tolak.

Berdasarkan putusan di atas penggugat sangat keberatan dalam pemutasian
dirinya secara sepihak dan melanggar ketentuan perjanjian yang sudah di sepakati

serta menghilangkan hak?2 tergugat.
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